
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, 
DAN PENGGABUNGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOGOR, 

TAHUN 2000. 
TENTANG: 

BUPATI BOGOR 

a. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat 
dalam rangka meningkatkan pelayanan dbidang 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 
perlu dilakukan penatlaan wilayah administrasi desa 

dengan cara pembentukan, penghapusan, dan 

penggabungan des a; 

b. bahwa untuk mendukung tercapainya sasaran 
dalam penalaan wilayah administrasi desa 

sebagaimana dmaksud dalam huruf a, perdu 
mengatur kriteria persyaralannya yang dtetapkan 
dengan peraturan daerah. 

1 .  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tenlang 
Pemerintahan Oaerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Jawa Baral (Serita Negara T ahun 1950 
Nomor 8); 

2.Undang-undang . . . . . .  

NOMOR 2 

Mengingat 

Menimbang 



- 2 ­  

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerinlahan Daerah (Lembaran N~gara Tahun 
1999 Noma 60, Tambahan Lembaran Negara 
Noma 3839); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan Anlara Pemerillah Pusat 
dan Daerah (L embaran Negara Tahun 1999 Nomor 

72, Tambahan L embaran Negara Nomar 3848); 

4. Kepulusan Presiden Nomar 44 Tahun 1999 tentang 
Teknik Penyusunan Peraluran Perundang­ 
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, 
Rancangan Peraluran P em erinlah, dan Rancangan 
Keputusan Presiden; 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 63 Tahun 
1999 tentang Pelunjuk Pelaksanaan dan 
Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Oesa dan Kelurahan; 

6. Keputusan Menteri Dalam Negei Nomor 64 Tahun 
1999 tentang Pedoman Umum Pengaluran 
Mengenai Desa. 

Dengan perselujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

MEMUTUSKAN: 

r 

Menelapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN 
PENGGABUNGAN DESA. 

BAB 1 . . . .. .  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan daerah ini yang dmaksud dengan : 

1 .  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjulnya 
dsebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bog0r; 

2. Pemerinlah Daerah adalah Pemerinlah Kabupaten 
Bog0r; 

3. Bupali adalah Bupati Bogar, 

4. Camat adalah kepala kecamalan sebagai 
Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, 

5. Desa alau yang dsebut dengan nama lain, 
selanjutnya dsebut desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 
untuk m engalur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 
adat istiadat cetempat yang dakui dalam sistem 
pemerintahan nasional dan berada di Daerah 
Kabupaten; 

6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan 
yang dlaksanakan oleh Pemerintah Desa dan 
Badan Perwakilan Desa; 

7. Pemerintah Desa adalah kepala desa alau yang 
dsebut dengan nama lain dan perangkal desa; 

8.Badan . . . . . .  



- 4 ­  

8. Badan Perwakilan Desa atau yang dsebut dengan 
nama lain yang selaniutnya disebut BPD adalah 
badan perwakian yang terdri alas pemuka-pemuka 
masyarakat yang ada d desa yang berungsi 
mengay omi adal istiadat, m embuatl peraturan deca, 
m enampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 
seta melakukan pengawasan tehadap 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

9. Tugas Pembanluan adalah penugasan dari 
Pemerinlah kepada daerah dan desa dan dari 
daerah ke desa untuk m elaksanakan tugas tetenlu 
yang dsertai pembiayaan sarana dan prasarana 
sela sumber daya manusia dan berkewajiban 
melapokan pelaksanaannya dan 
mempertanggungjawabkannya kepada yang 

m enugaskan, 

10. Pejabat adalah PNS d lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bogor. 

BAB II 

PEMBENTUKAN DESA 

Pasal2 

(1) Desa dbentuk alas prakarsa masyarakat dengan 
memperhalikan asal usu desa dan persyaratan 
yang dtentukan sesuai dengan kondisi social 
budaya masyarakat setempat. 

Q2)Pembentukan . . . . . .  
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e. sarana dan prasarana, yaitu kemungkinan 
tersedanya prasarana pemerinlahan, 
perhubungan, sosial, dan produksi d desa 

yang akan dbentuk serla adanya prasarana 

pemasaran yang dapat dijangkau; 

f. adanya keinginan masyarakat berdasarkan 
hasil musyawarah yang dtuangkan dalam 

peraluran desa. 

Q2) Krileria tentang potensi desa, sarana dan 

prasarana sebagaimana dmaksud dalam ayal (1) 
huruf d dan e dtetapkan lebih lanjut oleh bupati. 

BAB Ill 

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA 

Pasal4 

Desa yang kondsi masyarakat dan wilayahnya tidak 
lagi memeuhi faktor-faktor sebagaimana dmaksud 
dalam Pasal 3 dapat dhapus alau dgabung. 

BAB IV 

NAMA,BATAS DAN PEMBAGIAN WILAY AH 

Pasal 5 

Dalam seliap pembentukan desa harus datur secara 
tegas : 

a. nama . . . . . .  
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e. sarana dan prasarana, yailu kemungkinan 
tersedanya prasarana pemerinlahan, 
perhubungan, sosial, dan produksi d desa 

yang akan dbentuk sela adanya prasarana 
pemasaran yang dapat djangkau; 

f. adanya keinginan masyarakat berdasarkan 
hasil musyawarah yang dtuangkan dalam 
peraluran desa. 

Q2) Kriteria tentang potensi desa, sarana dan 
prasarana sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) 
huruf d dan e dtetapkan lebih lanjut oleh bupali. 

··v 

BAB Ill 

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA 

Pasal 4 

Desa yang kondsi masyarakat dan wilayahnya tidak 
lagi memenuhi faktor-faktor sebagaimana dmaksud 
dalam Pasal 3 dapat dhapus atau digabung. 

BABIV 

NAMA,BATAS DAN PEMBAGIAN WILAY AH 

Pasal 5 

Dalam seliap pembentukan desa harus datur secara 
tegas :  

a. nama . 
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a. nama desa yang dbentuk; 

b. luas wilayah; 

c. jumlah penduduk; 

d. batas desa baik batas alam maupun buatan; 

e. peta desa baik peta desa asal maupun peta desa 
hasil pem ecahan. 

Pasal 6 

(1) Unluk mempelancar jalannya Pemerinlahan 
Desa dapat dbentuk beberapa dusun alau yang 
dsebut dengan nama lain yang merupakan 
bagian wilayah kerja P emerintahan Desa. 

(2) Jumlah dusun dalam satu desa dsesuaikan 
dengan jumlah penduduk dan luas wilayah atau 
jangkauan pelaksanaan pemerinlahan di wilayah 
desa tersebul. 

BABV 

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHPUSAN 
DAN PENGGABUNGAN DESA 

Pasal 7 

Aspirasi masyarakat untuk membentuk, menghapus 
alau m enggabungkan desa dtuangkan dalam 
peraturan desa sebagai hasil musyawarah di desa. 

Pasal8 . . . . . . .  



- 8 ­  

Pasal 8 

Aspirasi masyarakat sebagaimana dmaksud dalam 
Pasal 7 dsampaikan oleh kepala desa kepada bupati 
danDPRD. 

Pasal 9 

Alas dasar aspirasi sebagaimana dmaksud dalam 
Pasal 8, bupati menugaskan tim unluk menelili hal-hal 
yang berhubungan dengan faktor-faktor sebagaimana 
dmaksud dalam Pasal 3 .  

Pasal 10 

Pembentukan, Penghapusan alau Penggabungan 
Desa dtetapkan dengan kepulusan bupati selelah 
m endapat perselujuan DPRD. 

Pasal 1 1  

(1) Sebelum dlelapkan menjad desa, unluk 
melakukan persiapan-persiapan, bupati tertebih 
clahulu m enetapkan status desa sebagaimana 
dmaksud dalam Pasal 10 sebagai desa 
persiapan serla mengangkat penjabat kepala 
desa dari unsur pejabat untuk waktu selama­ 
lamanya 2 (dua) tahun; 

2) Wewenang... . . .  
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[2)  Weweang kepala desa persiapan adalah sama 
dengan wewenang kepala desa berdasaran 
peraluran perundang-undangan yang belaku, 
kecuali untuk hal-hal yang bersifat khusus yang 
dletapkan lebih lanjut leh Bupati 

Pasal 12 

Penjabat kepala desa persiapan sebagaimana 
dmaksud dalam Pasal 1 1  mempunyai lugas 
menyiapkan pembentukan dan pemilihan anggola 
BPD. 

BABVI 

KEWENANGAN DESA 

Pasal 13 

(1) Kewenangan desa mencakup : 

a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan 
hak asal usul desa yaitu : 

1) m endamaikan perkara/sengk eta dari para 
warganya. 

2) membina, meningkatkan dan 

menggerakkan peran serta masyarakat 
untuk m elaksanakan pembangunan. 

b.Kewenangan . . . . . . .  
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b. Kewenangan yang deh peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku betum dlaksanakan 
leh Daerah Kabupaten, Propinsi dan 
Pemerintah Pusat. 

c. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan atau 

Pemerinlah Kabupaten Bogar. 

(2) Tugas pembanluan sebagaimana dmaksud 
dalam ayal (1) dserlai dengan pembiayaan, 
sarana dan prasarana serta sumber daya 
manusia. 

(3) Pemerinlah Desa berhak mendak pelaksanaan 
tugas pembanltuan yang tidak dsertai dengan 
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber 
daya manusia. 

BABVII 

PEMBIAY AAN 

Pasal 14 

Untuk mendukung pembiayaan dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama dalam 
slatus desa persiapan, Pemerinlah Daerah 
mengalakasikan dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogar. 

BAB VIII . . . . . .  
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KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 15 

Sebutan desa, bagi desa yang sudah ada maupun 
desa yang akan dbentuk dtetapkan dengan 
kepulusan bupati dengan memperhalikan kondsi 
sosial budaya masyarakat selempat setelah mendapal 
pedimbangan pimpinan DPRD. 

BAB IX  

KETENTUAN PENUTU 

Pasal 16 

Hal-hal lain yang belum datur dalam peraturan daerah 
ini sepanjang yang bersifat teknis pelaksanaan datur 
lebih lanjut dalam kepulusan bupati. 

Pasal 17 

Dengan belakunya peraturan daerah ini, maka 
Peraluran Daerah Kabupaten Bogar Nomor 
146.1PerdaO7DPRDAahun 1983 t entang 
Pembenlukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan 
Dalam Kelurahan dnyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18.. . . . . .  
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Pasal 18 

Peraturan daerah ini mulai belaku pada tanggal 
dundangkan . 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini 
dengan penempatannya dalam lembaran daerah. 

Ditetapkan di Cibinong. 
pada tanggal 27 Mei 2000. 

BUPATI BOGOR, 

ttd 

AGUS UT ARA EFFENDI 

Diundangk.an di Cibinong 
pada tanggal 27 Mei 2000. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOGOR, 

ttd 

DUDDY SUJUDI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
T AHUN 2000 NOMOR 12  



t 

Salinan sesuai denln aslinya 

ASIS TEN TATAP A 

l 

Ors. H. YUY 
P E M B I N A  

NIP. 010.081.222. 
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